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POKOK BAHASAN 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 

  

 CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI; 
 
 ROAD MAP DAN TANTANGAN RB  

 DESAIN RANCANGAN RENCANA AKSI RB;  

 KONTRIBUSI OPD DLM PENYUSUNAN ROAD MAP 
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 CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI; 
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HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & 
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016 DAN 2017   

62,11    
(B) 

79,65 78,71 

69,10 
(B)  

2016 2018 

INDEKS PELAKSANAAN REFORMASI 
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA 

MALANG 
 

INDEKS REFORMASI BIROKRASI 
PMPRB PEMERINTAH KOTA 
MALANG (self assesment) 
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SKOR RB KOTA MALANG (berdasarkan Hasil Evaluasi Kemenpan dan RB) 
  

No 

  

Komponen Penilaian 

Nilai Maks 2015 2016 2018 

Nilai Capaian % Capaian Nilai Capaian % Capaian Nilai Capaian % Capaian 

A Pengungkit 

  

      

1  Manajemen Perubahan 5.00 2,88 57.60% 2,90 58.00% 2,96 59,20% 
2 Penataan Peraturan Perundangan-

undangan 

5.00 1,66 
33.20% 2,09 41.80% 2,09 41,80% 

3 Penataan dan Penguatan 

Organisasi 

6.00 2,49 
41.50% 1,50 25.00% 1,66 27,67% 

4 Penataan Tatalaksana 5.00 3,17 63.40% 3,43 68.60% 3,60 72,00% 

5 Penataan Sistem Manajeman SDM 15.00 7,05 47.00% 7,06 47.07% 11,66 77,73% 
6 Penguatan Akuntabilitas 6.00 3,33 55.50% 3,58 59.67% 4,11 68,50% 
7 Penguatan Pengawasan 12.00 4,89 40.75% 6,28 52.33% 6,26 52,17% 
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Publik 

6.00 4,71 
78.50% 4,95 82.50% 4,94 82,33% 

  Sub Total Komponen Pengungkit (A) 

  

60.00 30,18 50.30% 31,79 52.98% 38,12 63,53% 
B Hasil 

  

      

1  Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 8,67 61.93% 9,93 70,93% 
2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,95 82.50% 4,52 75,33% 
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 5,79 82.71% 5,83 83,29% 
4 Opini BPK 3,00 3 100% 3,00 100,00% 

5 Survei Ekternal Pelayanan Publik 10,00 7,91 79.10% 7,70 77,00% 
  Sub Total Komponen Hasil (B) 40,00 30,32 75.80% 30,98 77,45% 
  Indeks Reformasi Birokrasi (A + B) 100,00 50,30 62,11 62% 69,10 69,10% 
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TOTAL NILAI TINGKAT PEMENUHAN PELAKSANAAN RB 
PADA 8 AREA PERUBAHAN (hasil evaluasi Kemenpan dan RB) 

50,30  
rentang skor kualitas 

“KURANG” 

62,11  
rentang skor 

kualitas “CUKUP” 

rentang skor 
kualitas “CUKUP” 

2015 

2016 

No Tingkat 
Pemenuhan 

Rentang Skor 
Kualitas 

1. 90 < s.d. ≤ 100 SANGAT BAIK 

2. 75 < s.d. ≤ 90 BAIK 

3. 60 < s.d. ≤ 75 CUKUP 

4. 50 < s.d. ≤ 60 KURANG 

5. ≤ 50 SANGAT KURANG 

69,10 
2018 
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AREA PERUBAHAN 

1 MANAJEMEN PERUBAHAN 

2 PENATAAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN  

3 PENATAAN & PENGUATAN 
ORGANISASI  

4 PENATAAN TATALAKSANA 

5 PENATAAN SISTEM 
 MANAJEMEN SDM 

6 PENGUATAN  
AKUNTABILITAS 

7 
PENGUATAN  

PENGAWASAN 

8 PENINGKATAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK 

8 

TIM RB 

SELURUH OPD 
- Quick WIN 
- RENAKSI RB 

Rekomendasi FOKUS PERBAIKAN Renaksi RB 

KOTA MALANG  
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 DESAIN RANCANGAN RENCANA AKSI RB;  



Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

UU No. 17 Tahun 2007 
Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional 
Tahun 2005 - 2025 

Peraturan Presiden No. 81 
Tahun 2010 
Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010 - 2025 

Peraturan Presiden No. 2 
Tahun 2015 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 
Tahun 20015 - 2019 

Peraturan Menteri PANRB 
Road Map Reformasi Birokrasi 
2015 - 2019 

UU No. 5 Tahun 2014 
Aparatur Sipil Negara 

UU No.30 Tahun 2014 
Administrasi Pemerintahan 
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Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 
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Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi 

KEHADIRAN 
PEMERINTAHAN YANG 
BAIK MENJADI KUNCI 
KEBERHASILAN 
PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN 
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Sasaran Reformasi Birokrasi 

SASARAN REFORMASI 
BIROKRASI 

SASARAN REFORMASI 
BIROKRASI 2010 - 2014 

Terwujudnya pemerintahan 
yang bersih dan bebas KKN 

Meningkatnya kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja birokrasi 

Terwujudnya peningkatan 
kualitas pelayanan publik 

kepada  masyarakat 

SASARAN REFORMASI 
BIROKRASI 2015 - 2019 

Birokrasi yang bersih dan 
akuntabel 

Birokrasi yang efektif dan efisien 

Birokrasi yang memiliki  
pelayanan publik berkualitas 
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Langkah-langkah 
Umum 

Penyusunan Road 
Map Reformasi 

Birokrasi Instansi 
Pemerintah  

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tingkat Mikro  

(pada masing-masing instansi pemerintah) 
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PRINSIP PENYUSUNAN ROAD MAP RB 

Meneruskan dan 
Meningkatkan Langkah-
langkah yang Sudah Baik 

Menterjemahkan Prioritas 
Utama Pemerintah Baru 

ROAD MAP  
REFORMASI BIROKRASI 

Mengoperasionalkan 
RPJMN 2015 - 2019 

Memperbaiki/ 
Menyempurnakan Strategi 
Implementasi 

Memperkaya Dengan 
Isu-isu Strategis Baru 

PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 



LANGKAH-LANGKAH 

1. Persiapan 

2. Identifikasi Kondisi Umum 

3. Penentuan Fokus Perubahan 

4. Penyusunan Rencana Aksi 

5. Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi 

Birokrasi  
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Teknik Result Chain (Keterkaitan Hasil) 

Results chains (Keterkaitan hasil) 
adalah sebuah pendekatan yang 
menggambarkan sebuah keterkaitan 
tentang bagaimana kegiatan-
kegiatan/aktivitas-aktivitas yang 
dilakukan oleh instansi pemerintah 
akan memberikan dampak pada 
upaya perubahan dalam upaya 
mewujudkan outcome yang paling 
akhir (ultimate outcome) 

Definisi 
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 ROAD MAP DAN TANTANGAN RB  
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FOKUS PERUBAHAN RB KOTA MALANG  
(berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang 

Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 - 2019) 

Prioritas 
Pembenahan 
Manajemen 

Pemerintahan Kota 
Malang 

 
  

Sumber Daya Manusia 

Peraturan Perundang-undangan  

Pengawasan 

Prioritas 
yang harus 

terus 
dipelihara 

  
  
  
  
  
  
  

Mempertahankan opini WTP dari BPK 
  
Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk 
menyerahkan LHKPN 
Penyediaan sarana pengaduan untuk 
penyampaian informasi indikasi terjadinya 
KKN 
Pendidikan gratis sampai tingkat SMP 
Pengembangan penyelenggaraan PTSP di 
Kelurahan 
Akreditasi pada seluruh Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) 
Pengembangan pelaksanaan e-procurement 
dalam pengadaan barang/jasa. 

Prioritas yang 
terkait dengan 
peningkatan 

kualitas pelayanan 
  
  
  

Pendidikan  
Kesehatan  
Kependudukan  
Perhubungan  
Pelayanan perizinan  
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Quick Wins RB KOTA MALANG  
(berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang 

Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 - 2019) 

1. Pengembangan sistem informasi dan pelayanan 

kependudukan di Kelurahan berbasis online 

2. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan 

mudah dengan pelayanan perizinan pararel 
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#Prioritas MISI 1 
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#Prioritas MISI 2 
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#Prioritas MISI 3 
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#Prioritas MISI 4 
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Misi  Area Perubahan yang 
dibutuhkan  

OPD Pendukung  

Misi 1  
Menjamin akses dan kualitas 
pendidikan, kesehatan dan 
kebutuhan dasar lainnya bagi 
semua warga 

 

Misi 2  
 

DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP  

IMPLEMENTASI MISI RPJMD KOTA MALANG 2019-2023 



Outline Road Map Reformasi Birokrasi Pemda 

  Ringkasan Eksekutif 

  Berisi uraian singkat substansi Road Map reformasi birokrasi  Pemerintah Daerah, yang 

mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, 

Quick Wins, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan 

dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan. 

Bab I Pendahuluan 

  Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar perencanaan 

pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas mengurai 

isi dari Road Map reformasi birokrasi. 

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah 

  1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah 

Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait 

dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan 

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah 

baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu 

disempurnakan. 
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Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah 

  2. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan 
Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) 
tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.   

  3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah 
Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah 
daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.  

 

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

  1. Fokus perubahan Reformasi Birokrasi 
2. Sasaran 
3. Kegiatan-kegiatan 
3. Rencana Aksi 

Bab IV Monitoring dan Evaluasi 

Bab V Penutup 
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Outline Road Map Reformasi Birokrasi Pemda 



Langkah-langkah umum 

Identifikasi Kondisi Umum 

Fokus Perubahan 

mengidentifikasi kondisi saat ini, dilihat dari 
sasaran reformasi birokrasi, baik menyangkut 
hal-hal yang sudah dicapai/baik, hal-hal yang 
perlu diperbaiki dan harapan yang ingin 
dicapai oleh para pemangku kepentingan 

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan 
Daerah, yaitu prioritas yang dipilih dari delapan area 
perubahan 

2. Prioritas Pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah 
baik/maju, yaitu prioritas yang ditujukan untuk 
memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang 
sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran; 

3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan, yaitu prioritas 
yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik  
yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.  

4.  Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 

5. Prioritas Perubahan Pada Satuan Perangkat Daerah, 
yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada satuan 
perangkat daerah.  
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Langkah-langkah Umum 

Penyusunan Rencana Aksi  

Penyusunan Dokumen Road 
Map 

rencana aksi reformasi birokrasi untuk seluruh 
prioritas 
 
Penyusunan rencana aksi dilakukan dengan 
berbagai acuan sebagaimana telah ditetapkan 
dalam masing-masing area perubahan. (lihat 
pedoman-pedoman yang telah ditetapkan 
untuk memberikan arahan dalam 
melaksanakan reformasi birokrasi dalam fokus 
delapan area perubahan) 
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SIAPA YANG BERKONTRIBUSI DAN 
APA YANG DILAKUKAN DALAM 
PELAKSAAN RB? 
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AREA PERUBAHAN 

1 MENTAL APARATUR 

2 PENGAWASAN 

3 AKUNTABILITAS 

4 KELEMBAGAAN 

5 TATALAKSANA 

6 SDM ASN 

7 
PERATURAN  

PERUNDANG- 
UNDANGAN 

8 PELAYANAN PUBLIK 

8 

TIM RB 

SELURUH OPD 
- Quick WIN 
- RENAKSI RB 
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No 

  

Komponen Penilaian SIAPA AGENDA 

A Pengungkit 

  

1  Manajemen Perubahan SEMUA SKPD DAN TIM RB 
2 Penataan Peraturan Perundangan-undangan SEMUA SKPD DAN TIM RB 
3 Penataan dan Penguatan Organisasi TIM RB 
4 Penataan Tatalaksana SEMUA SKPD 
5 Penataan Sistem Manajeman SDM SEMUA SKPD DAN TIM RB 
6 Penguatan Akuntabilitas TIM RB 
7 Penguatan Pengawasan TIM RB 
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik SEMUA SKPD 
  Sub Total Komponen Pengungkit 

  

B Hasil 

  

1  Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi SEMUA SKPD 
2 Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN SEMUA SKPD 
3 Kualitas Pelayanan Publik SEMUA SKPD 
  Sub Total Komponen Hasil 

  Sub Total Komponen Pengungkit 
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TERIMA KASIH 
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